
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Mafia peradilan. Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Kurnia Zakaria, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=73208&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak

profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara

sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian

hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara tindakan nyata maupun dari segi ilmiah.

 

Penulis menggambarkan secara umum apa peranan dan fungsi pengacara lain menjelaskan tentang Mafia

Peradilan yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian apakah mungkin pengacara dalam

menjalankan tugasnya membela kepentingan klien pada proses pemeriksaan peradilan harus selalu

melakukan Mafia Peradilan.

 

Dalam penelitian dipakai studi kasus empati dengan metode pertanyaan tidak berstruktur dengan klien, para

terdakwa/tersangka berserta keluarganya, rekan-rekan sesama pengacara, rekan-rekan sesama aparat

penegak hukum baik para hakim, para jaksa, para polisi maupun petugas pengawalan tahanan kejaksaan,

staff/karyawan pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, rekan para wartawan serta

para kalangan akademisi, pengamat hukum dan masyarakat awam yang dilakukan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Tapi karena Kode Etik pengacara maupun sebagai peneliti informasi narasumber

dan informan yang diberikan tidak bisa diungkapkan, tapi kebenaran info dapat dipertanggung jawabkan.

 

Penemuan penelitian yang dimaksud Mafia Peradilan pada intinya adalah persekongkolan antara sesama

aparat penegak hukum yang menguntungkan pihak-pihak pencari keadilan (penggugat/terdakwa kontra

tergugat/korban) yang putusan hukumnya sangat merugikan masyarakat dan menusuk rasa keadilan.

Ternyata Mafia Peradilan tidak hanya dilakukan dengan uang semata, tapi mengancam, mengintimidasi,

melanggar hukum acara pidana/perdata secara sengaja, negoisasi/perundingan maupun memberi fasilitas

tertentu, koneksi, memo, intervensi, pendekatan hubungan baik individual serta pengerahan massa

pendukung Sehingga jawaban permasalahan Mafia Peradilan tidak bisa diberantas karena kendala utamanya

sulitnya mencari alat bukti, tidak adanya pengakuan korban maupun pelaku, budaya birokrasi, adat

ketimuran, perilaku bekerja asalkan mendapatkan bayaran (bukan gaji yang telah ditetapkan Pemerintah),

masih adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta ketidakadaan sanksi yang keras bagi pelaku yaitu

sanksi pidana hukuman penjara yang lama (mengenal atas minimalisasi hukuman), sanksi perdata mengganti

kerugian beserta bunga dan dendanya, sanksi administrasi penurunan jenjang karir maupun pemecatan,

sanksi sosial seperti pemberian labbeling atau kerja paksa sosial, sanksi adat pengusiran maupun

penyelenggaraan upacara adat, dan sanksi agama seperti dilakukan acara taubat maupun memberikan Zakat

Infak Shadagah (ZIS).

 

Studi kasus ini juga memberikan gambaran sepak terjang pengacara yang ingin cepat terkenal dan kaya
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sehingga tidak ragu lagi melakukan praktek Mafia Peradilan dan juga memakai pola peniruan kinerja

pengacara/advokat yang sudah senior. Kinerja para pengacara dalam membela kepentingan klien secara

sengaja telah melanggar hukum maupun menafsirkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan demi

kepentingan opini publik dan menjadi baik. Dianjurkan peranan Dewan Kehormatan Organisasi Profesi

Pengacara ditingkatkan da diberdayakan sehingga malpraktek hukum pengacara dapat dikurangi. Harapan

selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ikut penciptakan peradilan

yang bersih.


